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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada BAB III dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Tindaklanjut dan tatacara penyelesaian pengaduan masyarakat yang terkait 

dengan layanan kesehatan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera 

Barat.Pada dasarnya tindak lanjut yang dilakukan pada kasus pelayanan 

kesehatan sama dengan tindak lanjut pelayanan publik lainnya secara umum 

yang membedakannya adalah pendalaman tentang layanan kesehatan. 

Seperti pada kasus-kasus medis seperti kasus kematian bayi karena 

kelalaian atau tidak mentaati protap atau sop kesehatan yang sudah ada, 

kelalaian dalam mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Kemudian 

seperti pada kasus yang tingkat urgensi pasien mana yang harus di 

dahulukan dalam hal mendapatkan kamar rawat inap dan ruangan operasi. 

2. Kendala atau hambatan dalam penyelesaian pengaduan masyarakat yang 

terkait dengan layanan kesehatan oleh Ombudsman RI Perwakilan 

Sumatera Barat yaitu dari segi jumlah sumber daya manusia yang ada di 

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat belum sebanding dengan 

peningkatan kasus yang terus meningkat, Untuk pengawasan pelayanan 

bidang kesehatan di Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat belum 

adanya sumberdaya manusia dengan kompetensi yang sesuai sehingga 

pengawasan masih dirasakan belum optimal karena pelayanan dibidang 

kesehatan memiliki indikator yang sedikit berbeda dengan pelayanan publik 
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umunya, Keterbatasan anggaran, Fasilitas kantor yang kurang memadai, 

serta political will Kepala daerah yang mempengaruhi waktu penyelesaian 

laporan 

3. Upaya dalam menanggulangi kendala atau hambatan dalam penyelesaian 

pengaduan masyarakat yang terkait dengan layanan kesehatan oleh 

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat adalah dengan  meningkatkan 

kinerja sumberdaya manusia Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat 

secara efektif dan efisien, mengusahakan penambahan Anggaran, 

koordinasi dengan Kepala Daerah, dan juga melakukan pemberdayaan serta 

edukasi agar masyarakat lebih peka terhadap pelayanan publik. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah agar lebih memperhatikan dan meningkatkan alokasi anggaran 

untuk lembaga Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, agar dapat 

menjalankan tugasnya dengan optimal, maka diperlukan penguatan 

anggaran agar hambatan yang dihadapi berupa keterbatasan anggaran yang 

dialokasikan untuk Lembaga Ombudsman tersebut dalam menjalankan 

tugas dan kewajibannya sebagai pengawas layanan publik.  

2. Dengan kenaikan anggaran, diharapkan hambatan berupa jumlah 

sumberdaya manusia yang kurang dan minimnya sumbardaya yang 

mempunyai kompetensi yang cocok bidang tiap- tiap; fasilitas serta 

prasarana yang belum memadai dapat teratasi. Dengan akumulasi anggaran 

pula Ombudsman supaya bisa tingkatkan sosialisasi kepada pihak- pihak 

yang sepanjang ini mempunyai resistensi terhadap lembaga tersebut. 
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3. Hindari pemakaian sarana pribadi untuk pendokumentasian atau 

penyimpanan data yang dapat menyebabkan kesalahan atau kehilangan data 

yang dibutuhkan guna penyelesaian laporan.  

 


